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Nafilah (E21109252), : “Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar”, xv + 78 halaman + 4 tabel + 1 gambar + 22 pustaka 
(1983-2012).Dibimbing oleh Drs. La Tamba, M.Si dan Drs.Luthfy Atmansyah,MA . 
 
Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pajak bagi penerimaan negara /peningkatan keuangan 
daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam 
usaha. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan intensifikasi 
pemungutan pajak. Dengan dilakukannya intensifikasi pemungutan pajak, maka pemerintah 
mengharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang intensifikasi 
pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Untuk 
mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif 
yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, 
menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada Dinas Pendapataan 
Daerah Kota Makassar dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu 
melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal 
yang berhubungan dengan penelitian. 
 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajk bumi dan bangunan di 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah 
intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan 
penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur intensifikasi pemungutan pajak 
Bumi dan Bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui 
aspek Psikologis dan aspek yuridis. Aspek Psikologis terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan 
Pemeriksaan. Sedangkan Aspek yuridis terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, 






Nafilah (E21109252), : "Intensification of land and building tax collection in the Local 
Revenue Offices of Makassar ", xv + 78 pages + 4 tables + 1 pictures + 22 library (1983-
2012). Guided by Drs. La Tamba, M.Si dan Drs.Luthfy Atmansyah,MA 
 
This is motivated by the importance of taxes for state revenue / increase in local finances. To 
reach its intended destination, the government made various efforts. One way the government 
is conducting the intensification of tax collection. With the intensification of tax collection, the 
government expects tax revenues can be more optimally and achieve the targets that have 
been defined previously. 
 
The purpose of the study was conducted to provide an overview of how the intensification of 
land and building tax collection in the Local Revenue Offices of Makassar. To achieve the goal 
of this study is the type of study is a descriptive type which is to provide a clear picture of the 
issues under study, interpret and describe data systematically in the Local Revenue Offices of 
Makassar with the research approach used was qualitative, it do an interview to the respondent 
that contains questions on matters relating to the research. 
 
From the results showed that the intensification of land and building tax collection in the Local 
Revenue Offices of Makassar good enough or effective. But let the intensification of the 
collection can be improved so that the purpose of the organization is to increase tax revenues 
can be met. While the intensification of tax collection to measure the earth and the building is by 
looking at the extension procedure, service, inspection, registration WP, SPT reporting, 
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I.1. LATAR BELAKANG 
 Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki 
pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan 
pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar 
pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan 
pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses 
pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti 
masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, 
masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan 
membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak 
di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.  
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untukkeperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 
Tahun 2007). 
Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung 
dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional 
dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari 
masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang 
kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.  
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Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan 
pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya 
alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik 
yang diperoleh dari sumber sumber pajak maupun non pajak. 
Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber 
pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. 
Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah 
ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam 
neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari 
penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam 
Negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah 
penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara 
yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang 
sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak 
tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena 
warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari 
berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti 
jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan 
merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum 
tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab 
untuk memenuhinya (Kunarjo, 1993:125). 
Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila 
pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara 
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dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan 
pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat 
masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang 
miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan 
dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan 
tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan 
lebih kecil. 
Berhubungan dengan hal ini, cara memungut pajak sebagaimana 
dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126) dapat dibagi tiga yaitu : (1) Progresif, yaitu 
memungut pajak dengan persentase meningkat sesuai dengan cakupan 
penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian secara relatif maupun 
absolute kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan 
pajak yang besar. (2) Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan persentase yang 
makin menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin 
meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, maka dibebani 
pajak relatif lebih kecil tetapi secara absolute jumlahnya lebih besar. (3) 
Proporsional, yaitu membagi pajak dengan persentase yang sama pada setiap 
tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relatif seluruh masyarakat wajib 
pajak dibebani dengan persentase sama tetapi secara absolute kelompok 
berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar. 
Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN 
antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, 
ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. 
Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya 
merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan 
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bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. pungutan yang 
dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh 
undang-undang yaitu bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah 
pusat. 
Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita 
yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak 
Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan 
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, 
nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah . Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang 
secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat 
dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41). 
Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi 
tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga 
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. 
Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau 
dimanfaatkaan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan , perhutanan , dan pertambangan. Yang 
dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada 
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dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut 
Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah 
konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau 
perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan 
adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau 
mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh 
manfaat atas bangunan. 
Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan , sebagaimana 
yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada 
didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. 
Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar 
menyebutkan, realisasi penerimaan PBB pada kuartal pertama tahun 2012  baru 
mencapai 15,82% atau sekitar Rp11,5 miliar dari target yang  direncanakan 
sebesar Rp71 miliar untuk tahun ini. Jika dibandingkan  dengan periode 
sebelumnya, realisasi penerimaan PBB kuartal pertama tahun ini sedikit lebih 
baik. Pasalnya, pada kuartal I/2011 realisasi PBB hanya Rp9,1 miliar atau sekitar 
15,18% dari target yang direncanakan sebesar Rp56,8 miliar. 
Menurut Shabir Laode Ondo, Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Makassar yang dilansir oleh Harian Kompas;kamis 29 September 2011 , 
setidaknya pada akhir tahun 2011 terdapat 7 perusahaan yang menunggak 
Pajak Bumi dan Bangunan . Ketujuh penunggak pajak tersebut di antaranya PT 
Asindo senilai Rp 626,9 juta, PT Industri Kapal Indonesia Rp 153 juta, Koperasi 
Pegawai Telkom sebesar Rp 114,2 juta, PT Asindo Royal Apartemen Rp 107,8 
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juta, PT Industri Kapal Indonesia Rp 71,5 juta, dan Mappaingka Karaeng 
Mampang Rp 52 juta. 
Pemerintah perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak agar dapat 
meningkatkan penerimaan negara atau daerah, khususnya intensifikasi sektor 
Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini akan 
lebih efektif perolehannya jika ada peran serta aktif dari masyarakat. Untuk 
meningkatkan peran serta aktif dari masyarakat maka dirubahlah sistem 
pemungutan pajak yang semula Official Assesment menjadi sistem Self 
Assesment. Sistem Self Assesment memberikan kepercayaan kepada 
masyarakat untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. 
Tujuan sistem tersebut diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan lebih 
rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Untuk itu 
kantor pajak dianggap perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang 
pentingnya membayar pajak agar tidak terdapat tunggakan lagi. 
Menurut Chaizi Nasuha menyatakan bahwa intensif tidaknya pemungutan 
pajak (Self Assessment) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dalam menjalankan kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa aspek yang 
menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis 
lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak/dinas terkait dalam 
melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis 
diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.  
Berkaitan dengan fenomena diatas mengenai kasus penunggakan Pajak 
Bumi dan Bangunan , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
keintensifan pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan 
khususnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan . Penelitian dan analisa ini 
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dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Intensifikasi Pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar” 
 
I.2 RUMUSAN MASALAH 
Selanjutnya rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 
Bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar ? 
 
I.3 TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk 
menganalisis mengenai intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
 
I.4 MANFAAT PENELITIAN 
Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, maka kegunaan 
penelitian ini adalah: 
1. Bagi Pemerintah Kota Makassar dan khususnya Dinas Pendapatan Daerah , 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk 
meningkatkan pelayanan. 
2. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik bagi 
para pembaca maupun penulis sendiri. 
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian 








II. 1.  Konsep Intensifikasi 
II. 1. 1 Pengertian Intensifikasi 
Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan 
pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 
administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.  
Intensifikasi adalah keniscayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon 
atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar 
sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar 
lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan upaya-upaya penghindaran 
pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan tax planning, 
maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan 
penggelapan pajak. Suatu hal yang harus selalu dicermati oleh fiskus, karena 
memang tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara suka rela merogoh 
koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak mendapat 
imbalan apapun secara langsung. 
Dengan intensifikasi, fiskus mencermati apakah wajib pajak telah 
melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang 
sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara 
umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui 
berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk 
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himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila 
terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. 
Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan 
penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. 
Sasaranya adalah orang atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) tentunya. 
 
II. 2.  Konsep Administrasi Perpajakan 
II. 2. 1. Pengertian Administrasi 
Menurut pendapat Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan 
proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada 
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya. 
Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh 
Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T. Keban 
yaitu bahwa: “Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, 
implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, 
kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan 
keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual 
dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena 
bidang kerja akademik dan teoritis.”  
Mengutip pendapat Trecker, administrasi merupakan suatu proses yang 
dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan 
dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan 
kerjasama. Definisi-definisi di atas menunjukkan beberapa batasan istilah 
administrasi yang secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu 
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diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan 
mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya. Mengutip 
Chandler and Plano, dalam The Public Aministration Dictionary, definisi 
administrasi adalah proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan 
 
II. 2. 2 Pengertian Pajak 
Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-
menerus dan berkesinambungan . Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu 
memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang salah satu sumber 
dananya berasal dari dalam negeri yaitu sektor pajak . 
Beberapa ahli mendefenisikan pajak sebagai berikut : 
Menurut Mardiasmo (2004:1) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum 
Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:4) , pajak adalah iuran kepada kas 
Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan , dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang 
menyelenggarakan pemerintahan . 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994) guru besar dalam 
Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, seperti dikutip oleh Safri 
Nurmantu, yaitu: ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan 
kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-
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undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), 
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 
umum. 
Dari beberapa pengertian diatas , dapat disimpulkan bahwa pajak 
memiliki unsur-unsur : 
a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berupa 
uang (bukan barang) 
b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang 
serta aturan pelaksanaannya . 
c. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh Pemerintah 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara , yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas . 
Pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi 
masyarakatnya . 
 
II. 2. 3 Fungsi Pajak  
 Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri . 
Umumnya terdapat 2 fungsi pajak yang dikenal , yaitu : 
a. Fungsi Penerimaan 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah . Sebagai contoh yaitu 
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
b. Fungsi Mengatur 
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Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijkan 
di bidang social dan ekonomi . Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak 
yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah dapat 
ditekan . 
 
II. 2. 4 Jenis Pajak 
 Sesuai dengan asas pemungutan pajak , maka di Indonesia ditetapkan 
berbagai pengelompokkan pajak agar dapat membedakan antara pajak yang 
satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam , 
yaitu (Mardiasmo) : 
a. Menurut Golongannya : 
1. Pajak Langsung 
Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain . 
2. Pajak Tidak Langsung 
Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain . 
b. Menurut Sifatnya : 
1. Pajak Subjektif 
Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya , 
dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
2. Pajak Objektif  
Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan 
keadaan diri wajib pajak . 
c. Menurut Lembaga Pemungutnya 
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1. Pajak Pusat 
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara . 
2. Pajak Daerah 
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga daerah . 
 
II. 2. 5 Tarif Pajak 
 Tarif pajak didefenisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan pajak . Aa 4 macam tarif pajak , yaitu (Mardiasmo) : 
1. Tarif Sebanding (Proporsional) 
Yaitu tarif berupa persentase tetap , terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak . 
2. Tarif Tetap 
Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap . 
3. Tarif Progresif 
Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 
dikenai pajak semakin besar . Menurut kenaikan persentase taarifnya , 
tariff progresif dibagi menjadi 3 yaitu : 
a. Tarif Progresif-progresif 
Yaitu kenaikan persentase semakin besar 
b. Tarif Progresif Tetap 
Yaitu kenaikan persentase tetap 
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c. Tarif Progresif Degresif 
Yaitu kenaikan persentase semakin kecil 
4. Tarif Degresif 
Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 
dikenai pajak semakin besar .   
 
II. 2. 6 Pengertian Administrasi Perpajakan 
Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, 
“administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur 
pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, 
Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan 
untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan Negara 
sebagaimana amanat APBN. 
De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, menekankan peran penting 
administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di 
berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap 
baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau 
mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu 
melaksanakannya. 
Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Gunadi, administrasi 
pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah: 
1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers).  
Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan 
mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar 
sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah 
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memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah 
Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan 
pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka 
yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya 
potensial untuk itu. 
2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 
Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, 
misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui 
sebab-sebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. 
Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga 
pemeriksa. 
3) Penyelundup pajak (tax evaders) 
Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan 
pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-
undangan. 
Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan 
sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung 
dari kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib 
Pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya 
bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat 
diperlukan. 
4) Penunggak pajak (delinquent tax pavers). 
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Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya 
pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan 
penagihan secara intensif. 
Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-
masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat 
dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu 
administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen 
modern yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling, terdapatnya 
kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib 
Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang 
berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan 
konsisten. 
Menurut Gunadi, dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi 
perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi 
pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan 
ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan 
maksimal dengan biaya optimal. Mengutip de Jantscher (1996) dikemukakan 
bahwa “keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu 
meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya 
meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak.” 
Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta pengertian dan 
dukungan rakyat banyak, administrasi pajak baru dapat dianggap sehat (sound). 
Toshiyuki (2001) seperti dikutip Gunadi menyatakan bahwa untuk mencapai hal 
tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut: 
Pertama, administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara. 
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Kedua, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan. 
Ketiga, dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan 
menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi 
kepentingan pribadi. Keempat, dapat mencegah dan memberikan sanksi serta 
hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan. 
Kelima, mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. 
Keenam, meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Ketujuh, memberikan 
dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat 
masyarakat pembayar pajak. Kedelapan, dapat memberikan kontribusi atas 
pertumbuhan demokrasi masyarakat. 
 
II. 2. 7 Reformasi Administrasi Perpajakan 
Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi 
kebijakan pajak (tax policy) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa 
undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi 
administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk 
mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas 
penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bias 
diketahui. Yang ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada 
Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.”  
Mengenai reformasi administrasi, Gerald E. Caiden (1969) seperti dikutip 




“the artificial inducement of administration transformation against resistance.” 
Definisi dari Caiden ini mengandung beberapa implikasi: (1)reformasi 
administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (manmade) tidak 
bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah, (2) reformasi administrasi 
merupakan suatu proses, (3) resistensi beriringan dengan proses reformasi 
administrasi. 
Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah 
penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, 
kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Bird 
dan Jantscer (1992) seperti dikutip Chaizi Nasucha, mengemukakan bahwa agar 
reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: (1) struktur pajak 
disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi 
reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat 
terhadap peningkatan administrasi perpajakan. 
Tanzi dan Pallechio (1995) dalam Ott (2001) seperti dikutip Chaizi 
Nasucha berkenaan dengan elemen dasar reformasi administrasi perpajakan 
dinyatakan syarat-syarat sebagai berikut:  
1) komitmen politik yang berkelanjutan; 
2) staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka 
panjang; 
3) strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada 
strategi yang cocok untuk semua negara;  
4) pendidikan dan pelatihan pegawai;  
5) tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup. 
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Chaizi Nasucha menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan 
dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu untuk 
mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja 
organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara 
lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, 
pembelanjaan dan pelayanan publik. 
“Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus 
difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan 
kontribusi kepada wajib pajak kecil.” 
Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Chaizi 
Nasucha, empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: 
1) Struktur organisasi. 
Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa struktur 
organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang 
sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada 
sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi 
administratif, dan jaringan komunikasi formal. 
2) Prosedur organisasi. 
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan 
keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan 
pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang 
dilakukan secara teratur. 
3) Strategi organisasi. 
Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan 
tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, 
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dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi 
dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari 
waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. 
4) Budaya organisasi.  
Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan 
dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan 
perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi 
umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.. 
 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 
2007 
Peraturan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. Perubahan-perubahan yang terjadi tercermin dari ketentuan-
ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem 
pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, 
dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk 
pembiayaannegara dan pembangunan nasional. 
2. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan 
kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib 
Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan 
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nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang 
 
a. Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak 
Sistem Pemungutan pajak Self Assessment menjelaskan bahwa hutang 
pajak timbul karena diberlakukannya undang undang perpajakan. Ajaran ini 
konsisten dengan ajaran materiil. Dalam self assessment system, Wajib Pajak 
bersifat aktif sehingga Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu 
kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban kewajiban yang menyertainya. 
Dimulainya kewajiban pajak tergantung dari sifat pajak. Pajak subyektif dimulai 
ketika seseorang atau badan lahir, berada, atau bertempat tinggal di Indonesia, 
sedangkan pajak obyektif dimulai ketika terjadinya perbuatan, keadaan, dan 
peristiwa-peristiwa tertentu. Wajib Pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak 
obyektif dan pajak subyektifnya wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk 
dikukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak dengan memiliki NPWP. 
 
b. Surat Pemberitahuan 
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan 
atau bukan obyek pajak dan atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemeritahuan 
Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun 
pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu 




1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir 
masa pajak. 
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak 
badan paling lamba 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT 
pajak pengahasilan paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan secara 
tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak yang 
ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Namun, 
pemberitahuan ini harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang 
terutang dalam satu tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak yang terutang. 
 
c. Surat Tagihan 
Surat Tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda, dimana Surat Tagihan 
Pajak ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan 
Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: 
1. Pajak penghasilan pada tahun berjalan tidak atau kurang dibayar 
2. Dari hasil penyelidikan terdapat kekurangan pembayaran pajak 
sebagai akibat salah tulis atau salah hitung 
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga 
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4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak 
tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi 
tidak tepat waktu. 
 
d. Keberatan dan Banding 
Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, kemungkinan Wajib Pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu 
ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas pemotongan/pemungutan oleh 
pihak ketiga. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan. Keberatan 
tersebut diajukan kepada DJP secara tertulis dan disertai dengan alasan yang 
jelas. 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal 
dikirimnya Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan 
pajak. Dalam jangka 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, DJP harus 
telah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
Keputusan yang diberikan oleh DJP dapat berupa: 
1. Mengabulkan seluruhnya 
2. Mengabulkan sebagian 
3. Menolak 
4. Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar 
 
e. Ketentuan Bagi Petugas Pajak 
Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak, ketentuan umum 




1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja 
menghitung, atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 
2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja 
bertindak diluar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan 
perundangundangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal 
Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan 
investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak 
tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
3. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan 
pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar 
menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam 
dengan hukuman pidana. 
4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya 
memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, 
menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya 
sendiri akan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang 
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
5. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun 
pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik 




II. 3.  Tinjauan Tentang PBB 
II. 3. 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
Menurut Soemitro (20006:1) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak 
yang dikenakan atas harta tidak bergerak , oleh sebab itu yang dipentingkan 
adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badaan 
yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak , 
maka disebut juga pajak objektif .  
Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang 
merupakan sumber penerimaan Negara yang sebaagian besar hasilnya iserahkn 
kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek 
pajak .  
Dari peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah 
iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai 
hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.  
Namun sebagimana telah dirubah dengan UU No. 28/2009 tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini 
merupakan Pajak Daerah yang 100 % penerimaannya akan diterima oleh Daerah 
yang bersangkutan . Dimana selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun 
hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan 
perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan 
dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka 




Adapun Mengenai Retribusi Daerah Menurut UU No.28/2009, Terdapat 
penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan 
terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan 
ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 
dan retribusi perizinan tertentu. 
a. Retribusi Tera Ulang 
Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai 
fungsi 
pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan 
perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat 
ukur, takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga 
penggunaannya tidak merugikan masyarakat. 
b. Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi 
Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan 
untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap 
pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan 
pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi 
aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus 
memberikankepastian. Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak 
berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari Nilai Jual 
Objek Pajak PBB menara telekomunikasi. 
c. Retribusi Pelayanan Pendidikan 
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Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan 
pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan 
dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan 
untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan 
dan pelatihan dimaksud. 
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan 
Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban 
tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut 
telah dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. 
Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan 
pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksana secara terus 
menerus dengan kualitas yang lebih baik. 
 
II. 3. 2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan  
 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang 
secara nyata : 
a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau ; 
b. Memperoleh manfaat atas bumi , dan / atau ; 
c. Memiliki , menguasai atas bangunan , dan / atau ; 
d. Memperoleh manfaat atas bangunan 
 
II. 3. 3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Ditinjau dari jenis pajaknya , Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan 
pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan . Bumi merupakan permukaan 
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bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi yang meliputi 
tanah dan perairan pendalaman (termasuk rawa-rawa dan tambak perairan) 
serta laut wilayah Republik Indonesia . Menurut Mardiasmo (2002:271) dalam 
menentukan klasifikasi bumi dan bangunan, Menteri Keuangan harus 







1) Bahan yang digunakan; 
2) Rekayasa; 
3) Letak; 
4) Kondisi lingkungan dan lain-lain  
Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Waluyo,2005:144). 
Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1), yang menjadi 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ 
atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkaan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan , perhutanan , dan pertambangan .  
Selanjutnya penjelasan dari Pasal 77 Ayat (2), menguraikan lebih lanjut 
mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah : 
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a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek suatu bangunan 
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan 
satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 
b. Jalan TOL; 
c. Kolam renang; 
d. Pagar mewah; 
e. Tempat olahraga; 
f. Galangan kapal, dermaga; 
g. Taman mewah; 
h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan; 
i. Menara. 
Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya 
dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang-undang 
memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang 
klasifikasi objek pajak. yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan 
bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan 
digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak 
terhutang. 
Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan pasal 77 ayat (3) UU No 28 Tahun 2009 yaitu objek pajak yang : 
a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan 
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudaayaan nasional, yang 
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
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c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani oleh suatu hak; 
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; 
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 
ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan; 
 
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan 
paling rendah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib 
pajak. 
 
II. 3. 4. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 
 Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang 
besarnya ditetapkan selama tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan , kecuali 
untuk daerah tertentu ditetapkan selama tiga tahun sekali sesuai dengan 
perkembangan daerahnya.  
 Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan UUPBB adalah 
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar , 
dan apabila tidak terdapat transaksi jula beli , Nilai Jual objek Pajak (NJOP) 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai 
perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti . 
 Sesuai dengan keputusan Menkeu No 523/KMK.04/1998 tentang 
Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai 
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Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur pokok-pokok 
sebagai berikut : 
a.  Standar Investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu 
pembangunan dan/ atau penggalian sumber daya alam atau biaya 
tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja , bahan dan 
alat , mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan tahap produksi . 
b. Objek Pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak , bentuk , 
peruntukkan , dan atau penggunaannya meliputi karakteristik khusus . 
c. Dalam hal ini objek pajak yangnilai jual permeternya lebih besar dari 
ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terjadi di lapangan 
digunakan sebagai dasar pengenaan PBB 
d. Objek Pajak sector Pedesaan dan Perkotaan yang bersifat khusus , Nilai 
Jual Obej Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang 
diperoleh dari hasil penilaian secara massal . 
e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sector perkebunan , kehutanan , 
pertambangan serta usaha bidang perikanan , peternakan dan perairan 
untuk areal produksi dan/atau areal produksi ditentukan berdasarkan nilai 
jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai investasi . 
f. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus , Nilai Jual Objek 
Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh 
penjual fungsional yang dinilai secara fungsional .  
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serendah-
rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak . 
Sedangkan besarnya terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tariff pjak 
dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 
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PBB = Tarif Pajak x NJKP atau 
PBB = 0.3% x {Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)} 
 
II. 3. 5. Dasar Hukum PBB 
a. UU No 12 Tahun 1985 tentang PBB 
b. UU No. 12 tahun 1994 
c. UU No 28 Tahun 2009 
d. PP No 46 Tahun 1985 tentang persentase NJKP pada PBB 
e. Kep. Menkeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata cara pendaftaran 
Objek Pajak PBB 
f. Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang penuntun klasifikasi dan 
besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 
g. Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB 
dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa 
h. Kep. Menkeu No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan Wewenang 
penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah TK I dan/atau 
Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah TK II 
i. Kep. Menkeu No 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan 
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan 
j. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 
213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan 
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai 
Pajak Daerah 




II. 4     Tinjauan Tentang Pemungutan Pajak 
II. 4. 1. Teori Pemungutan Pajak 
Menurut Wirawan B. Ilyas , dalam bukunya Hukum Pajak, ada beberapa 
teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu: 
1. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk 
melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan 
jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan 
tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi 
diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap 
sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang 
karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. 
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak 
adalahadanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk 
kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat 
kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang 
harusdibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya 
bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi 
daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan 
lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak 
3. Teori bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu 
negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib 
membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada Negara 
4. Teori gaya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan 
pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak 
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5. Teori gaya beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak 
pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup 
untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari 
perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik 
6. Teori pembangunan. Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang 
paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan 
makmur 
 
II. 4. 2. Dasar Hukum Pemungutan PBB 
1. UU No. 6 Tahun 1983 diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang 
Ketentuan Umum Perpajakan 
2. UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan dan diperbaharui lagi dengam UU no 28 tahun 
2009 
3. PP No. 74 tahun 1998 tentang Nilai Jual Kena Pajak 
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523 /KMK.01/1998 tentang 
PenentuanKlasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 tentang Petunjuk 
Teknis Penilaian Individual 
6. Keputusan direktur Jenderal pajak No.533 / PJ / 2000 tentang Petunjuk 
Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak 
Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan 
Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak. 
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 
213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan 
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Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai 
Pajak Daerah 
 
II. 4. 3. Syarat Pemungutan Pajak 
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu 
tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, 
maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak 
menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi 
persyaratan yaitu: 
Pemungutan pajak harus adil 
Seperti halnya produk, hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk 
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-
undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 
Contohnya: 
1. enggan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak 
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai 
wajib pajak 
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan 
berat ringannya pelanggaran 
Pemungutan pajak harus berdasarkan UU 
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan 
yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada 




- Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU 
tersebut harus dijamin kelancarannya 
- Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 
umum 
- Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak 
Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak 
mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 
maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan 
masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, 
terutama masyarakat kecil dan menengah. 
Pemungutan pajak harus efisien 
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 
diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya 
pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus 
sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak 
akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan 
maupun dari segi waktu. 
Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam 
pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 
menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan 
dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam 
pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan 




II. 4. 4. Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak 
Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak: 
· Prisip fiskal 
· Prinsip ekonomi 
· Prinsip Etika 
· Prinsip Administrative 
Kunci dari proses pemungutan pajak adalah kepatuhan sukarela 
(voluntary compliance), yaitu meletakkan tanggungjawab pemungutan 
sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak. Karena kepatuhan sukarela yang 
dijadikan kunci dari pemungutan pajak, maka dalam pelaksanaannya seringkali 
muncul perlawanan pajak oleh Wajib Pajak, baik perlawanan aktif maupun pasif. 
Menurut teori yang dikembangkan oleh Dr. Chaizi Nasucha dalam 
Bukunya “Reformasi Administrasi Publik - Teori dan Praktik” Kepatuhan Wajib 
Pajak dapat diukur dari tiga aspek yaitu: 
1) Aspek Yuridis : 
a. Pendaftaran Wajib Pajak 
b. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 
c. Penghitungan pajak 
d. Pembayaran pajak 
2)  Aspek psikologis : 
a. Penyuluhan 
b.  Pelayanan 
c.  Pemeriksaan 
3)  Aspek Sosiologis : 
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a.  Kebijakan publik 
b.  Kebijakan fiskal 
c.  Kebijakan perpajakan 
d.  Administrasi perpajakan 
 
II. 4. 5. Asas Pemungutan Pajak 
Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak seperti: 
· Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan 
pada undang-undang 
· Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan 
sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat 
· Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk 
memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut. 
Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli 
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang 
mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain: 
1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran 
yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah 
sebagai berikut. 
- Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 
keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai 
dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh 
bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 
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- Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus 
berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai 
sanksi hukum. 
- Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat 
waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat 
bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru 
menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 
- Asas Effeciency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan 
pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya 
pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
- Asas gaya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan 
besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka 
semakin tinggi pajak yang dibebankan. 
- Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 
- Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
- Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu 
dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama 
(diperlakukan sama). 
- Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan 
sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai 
objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak 
3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
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- Asas politik finalsial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai 
sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara 
- Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, Misalnya: pajak 
pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah 
- Asas keadilan: yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 
diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 
- Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, 
dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara 
membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 
- Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang- 
Undang. 
 
II. 5. Kerangka Pemikiran 
Intensif tidaknya pemungutan pajak (Self Assessment) dapat diukur 
melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, 
Menurut Chaizi Nasuha (2004), dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak 
ukur Kepatuhan Wajib Pajak yakni aspek psikologis dan aspek yuridis.  
Hal ini berhubungan dengan beberapa teori dan konsep efektivitas, yakni 
Pendekatan Efektivitas yaitu pendekatan Proses dan Pendekatan Sasaran. 
Pendekatan proses dilihat dari Aspek psikologis yang terdiri dari Penyuluhan, 
Pelayanan dan Pemeriksaan. Pendekatan Sasaran (Output) dilihat dari Aspek 
yuridis yang terdiri dari Pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak, 
dan pembayaran pajak. Dimana aspek ini lebih mengukur sampai sejauh mana 
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kerangka pemikiran 






















































III. 1. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 
dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan 
memahami Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar  
 
III. 2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu tipe penelitian 
deskriptif, dimana tipe penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan 
terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, 
atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu penulis 
menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi 
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang 
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar.. 
 
III. 3. Unit Analisis 
 Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti.. 




III. 4. Sumber Data 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 
mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-
undangan dan literatur-literatur lainya yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
 
III. 5. Narasumber atau Informan 
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 
berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Intensifikasi 
Pemungutan PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu : 
a) Unit Pelaksana Teknis Daerah PBB DISPENDA 
- Kepala UPTD PBB 
- KTU UPTD PBB 
- Bagian Pendataan dan Penilaian 
- Bagian Pelayanan dan Penetapan 
- Bagian Pengolahan Data dan Informasi 
- Bagian Penerimaan dan Penagihan 
- Bagian Keberatan dan Pengurangan 
b) Wajib Pajak  
 
III. 6. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendaapatan Daerah Kota Makassar, 
Karena sejak dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan dari Pusat ke Daerah , 
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maka yang sebelumnya ditangani oleh KPP Pratama beralih ke DISPENDA 
Makaassar . 
 
III. 7. Tekhnik Pengumpulan Data 
Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Studi kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen, untuk memperoleh 
data sekunder dipergunakan studi kepustakaan,yang dilakukan dengan cara 
membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan dibahas. 
b. Studi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan mengadakan 
pengamatan langsung di tempat yang dijadikan obyek penelitian, mengadakan 
wawancara yang ditujukan kepada responden yang ditentukan secara 
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara tunjuk. 
 
III. 8. Analisis Data 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan 
dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu 
obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari 
pihah-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis 
tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
IV.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota madya Tingkat II 
Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah 
dibentuk  berdasarkan Surat Keputusan Wilikota madya Nomor 
155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas 
Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.Dengan 
adanya kekputusan Walikotamadya Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang 
Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran 
Mentri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan 
Instruktur Mentri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 
tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas 
Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan 
ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang 
kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan 
daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan 
dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam 
unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukan pada unit kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, seiring dengan adanya 
perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis 
nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
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IV.1.2  Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
a. Visi DISPENDA Kota Makassar 
Dinas Pendapatan, Prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam 
pengelolaan Pendapatan Daerah. 
b. Misi DISPENDA Kota Makassar : 
1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal 
2. Menyempurnakan system pengelolaan PAD 
3. Meningkatkan kordinasi 
4. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah 
5. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah 
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia 
7. Melakukan evaluasi secara berkala 
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai , dan 
9. Meningkatkan penyuluhan , pelayanan , dan pengawasan agar 
terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi 
IV.1.3  Struktur Orgaanisasi DISPENDA Kota Makassar 
 Struktur organisasi Dinas Pendapatan kota Makassar terdiri dari : 
1. Kepala Dinas 
2. Bagian Tata Usaha 
Membawahi dua sub bagian yang terdiri dari : a. Sub Bagian Umum . b. 
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
3. Bidang Pendataan 
Membawahi dua sub bagian yang terdiri dari: a. Seksi Pendaftaran dan 
Pendataan . b. Seksi Dokumentasi dan Pusat Data Elektronik (PDE) 
4. Bidang Penetapan  
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Membawahi dua sub bagian yang terdiri dari : a. Seksi Analisa dan 
Perhitungan .b. Seksi Penerbit SKAPD/SKPR 
5. Bidang Penagihan dan Pembukuan 
Membawahi dua sub bagian yang terdiri dari : a. Seksi Penagihan . b. 
Seksi Pembukuan 
6. Bidang Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian 
Membawahi dua sub bagian yang terdiri dari: a. Seksi Pengembangan , 
Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian . b. Seksi Evaluasi, Hukum 
dan Perundang-undangan .  
7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) 
 
IV.2  Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar 
 Mulai 1 Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lagi dikelola 
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar . Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat 
ke Pemerintah Daerah dan PERDA Nomor 3 Tahun 2010 mengenai Pajak 
Daerah Makassar .  
 Dengan peralihan tersebut , penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke 
PAD kabupaten/kota. Dimana sebelumnya , saat masih dikelola oleh Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP), kabupaten/ kota hanya mendapatkan bagian sebesar 
64,8% dari total PBB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua 
kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/ kota. Kewenangan itu 
di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, 
penagihan dan pelayanan pajak .Walaupun sebelum peralihan terjadi 
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,pemerintah daerah telah melakukan pendataan WP serta 
penagihan/pemungutan terhadap Wajib Pajak . 
 
Menurut Bapak Thabrani Munir selaku staff UPTD  : 
 “Peralihan terjadi karena disesuaikan dengan otonomi daerah dan 
desentralisasi fiscal . Selain itu , adanya peralihan dikarenakan masing-
masing daerah lebih mengenal sumber potensi pajaknya. Adapun 
persiapan dari UPTD dalam menghadapi peralihan tersebut adalah 
melakukan rapat secara intens yang membahas mengenai sarana dan 
prasarana serta kesiapan SDM.” ( 26 Desember 2012 ) 
 
Selanjutnya Menurut Bapak Alvin selaku Wajib Pajak : 
“Saya rasa dengan adanya peralihan pasti membuat DISPENDA 
kewalahan dan akan cenderung amburadul karena belum terlalu siap . 
Tapi itu hanya opini saya saja belum dapat dibuktikan kebenarannya.” . 
(Wawancara pada tanggal  26 Desember 2012). 
  
 Dari pendapat diatas , penulis mengamati bahwa Pak Alvin selaku wajib 
pajak kurang mempercayai kinerja Dinas Pendapatan Daerah kedepannya untuk 
mengelola Pajak Bumi dan Bangunan yang dimana kekhawatiran wajib pajak 
tersebut mengenai kesiapan baik dari segi sarana dan prasarana serta SDM  dari 
Dinas Pendapatan Daerah untuk melayani wajib pajak. Namun di sisi lain 
DISPENDA dalam peralihan PBB tersebut berusaha untuk memberikan 
pelayanan yang maksimal sebagaimana Pemerintah Pusat lakukan sebelum 
peralihan terjadi . 
 Walaupun DISPENDA terbilang masih baru dalam pengelolaan PBB , 
namun dari hasil pengamatan penulis bahwa kelengkapan data yang mereka 
miliki cukup lengkap . Baik laporan mengenai pendataan jumlah wajib pajak , 
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target dan realisasi , dan jumlah pajak yang terhutang . Untuk dapat mengetahui 
target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Makassar , 
dibawah ini disajikan data tersebut selama 5 tahun terakhir serta realisasi 
penerimaan PBB tiap Kecamatan pada tahun 2012 . 
 
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota 
Makassar dari Tahun 2008-2012 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Makassar, 2013) 
Dari data diatas , dapat diketahui dengan jelas bahwa tiap tahunnya , 
penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan telah mencapai target atau lebih 
tepatnya melebihi target . Kemudian pada tahun 2012 surplus penerimaan PBB 
jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 







No Tahun Target Realisasi Surplus % 
1 2008  Rp       48,976,370,625  Rp       50,328,044,836   Rp       1,351,674,211  102.76% 
2 2009  Rp       53,513,817,530   Rp       54,303,107,060  Rp         789,289,530 101.47% 
3 2010  Rp       57,289,715,334  Rp       67,714,416,632   Rp     10,424,701,298  118.20% 
4 2011  Rp       60,266,793,914  Rp       69,980,448,538   Rp       9,713,654,624 116.12% 
5 2012  Rp       60,579,495,211   Rp       80,718,951,133   Rp     20,139,455,922 133.24% 
50 
 
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tiap Kecamatan 
di Kota Makassar Tahun 2012 
 
 
NO KECAMATAN Jumlah WP NILAI % 
1 Biringkanaya 58.103  Rp        7,146,305,445  8.85% 
2 Bontoala   8.835  Rp        2,347,897,314  2.91% 
3 Makassar 11.936  Rp        3,804,323,090  4.71% 
4 Mamajang   9.372  Rp        2,983,173,055 3.70% 
5 Manggala 42.889  Rp        2,791,325,344 3.46% 
6 Mariso   8.569  Rp        2,592,725,099  3.21% 
7 Panakukkang 30.599  Rp      14,215,714,852 17.61% 
8 Rappocini 33.472  Rp        8,306,554,550 10.29% 
9 Tallo 18.883  Rp        3,440,272,642 4.26% 
10 Tamalanrea 32.615  Rp        9,789,332,649 12.13% 
11 Taamalate 37.368  Rp        8,912,358,480  11.04% 
12 Ujung Pandang   7.396  Rp        8,022,591,237 9.94% 
13 Ujung Tanah   7.908  Rp           703,797,848 0.87% 
14 Wajo 12.273  Rp        5,662,579,528 7.02% 
JUMLAH 320218  Rp      80,718,951,133 100% 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Makassar, 2013) 
 Berdasarkan tabel diatas , dapat dilihat bahwa terdapat beberapa 
kecamatan di Kota Makassar yang jumlah wajib pajak terdaftarnya sudah banyak 
, seperti di Kecamatan Biringkanaya yang wajib pajaknya mencapai 58.103 , 
namun apabila melihat realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Biringkanaya 
yaitu sebesar Rp. 7.146.305.445 hasilnya jauh lebih sedikit dibanding Kecamatan 
Panakukkang , Tamalanrea , Rappocini , Tamalate dan Kecamatan Ujung 
Pandang . “Hal tersebut dikarenakan pada kecamatan Biringkanaya jumlah 
penduduknya memang sudah banyak dan biasanya untuk sebidang tanah dibeli 
oleh 5 orang sehingga wajib pajak yang tercatat adalah 5 orang . Tapi walaupun 
jumlah wajib pajak yang terdaftar banyak namun masih sedikit wajib pajak yang 
sadar untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar.” (Wawancara Bapak 
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A.Iwan Djemma selaku Kepala Tata Usaha UPTD PBB DISPENDA, 4 Februari 
2013) 
Kecamatan Panakukkang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan 
PBB dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 14.215.714.852 atau persentase 
sekitar 17.61 % dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak 30.599 
dibandingkan 13 kecamatan lainnya yang ada di Kota Makassar yang 
penerimaan PBB hanya berkisar antara 12 % hingga 1 % . “Hal ini disebabkan 
karena di Kecamatan Panakukkang banyak berdiri perusahaan serta pertokoan 
besar sehingga bangunan-bangunan tersebut tercatat 1 WP saja dan jumlah 
PBBnya cukup besar karena dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak “. 
(Wawancara Bapak A.Iwan Djemma selaku Kepala Tata Usaha UPTD PBB 
DISPENDA, 4 Februari 2013) 
 
IV.3  Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Psikologis 
 Dalam Sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif 
melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan 
sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan 
ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan 
memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa 
pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, 
mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga 
Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar 
dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. 
Oleh karena itu, dalam mengukur intensifikasi pemungutan pajak bumi 
dan bangunan bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam 
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melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana 
aparatur pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan. 
 
a. Penyuluhan 
Sebelum peralihan PBB dari pemerintah pusat ke daerah , Penyuluhan 
merupakan salah satu tugas aparatur pajak sesuai yang dijelaskan dalam 
Undang-Undang Perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat 
dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan 
pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan 
langsung kepada masyarakat. Fakta yang dapat dilihat sebelum peralihan, 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja sama dengan Pemerintahan 
Daerah telah melakukan upaya penyuluhan pajak baik melalui media elektronik 
maupun media cetak. Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan 
baik dari aparatur maupun dari Wajib Pajak menyatakan hal yang sama bahwa 
DJP bekerjasama dengan pemda (kecamatan dan uptd pbb dispenda) telah 
melakukan penyuluhan tentang pajak. 
Menurut Bapak Andi Mappanyuki selaku ketua UPTD PBB Dispenda : 
“Sejak awal tahun 2012 dari pihak aparatur pajak bekerja sama dengan 
pihak uptd pbb telah melakukan penyuluhan , dengan memberikan 
penjelasan secara umum tentang pentingnya melaksanakan kewajiban 
sebagai Wajib Pajak dan juga memberikan bimbingan atau semacam 
himbauan kepada Wajib Pajak agar lebih patuh dan tepat waktu dalam 
melaporkan SPT-nya juga dalam membayar pajak. Biasanya penyuluhan 
dilakukan dengan mendatangi instansi dan tiap kecamatan dan juga 
melalui media online .” 




Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak A.Iwan B.Djemma selaku Kepala 
Tata Usaha UPTD PBB Dispenda bahwa : 
“Penyuluhan senantiasa kami lakukan , dengan memberi himbauan baik 
secara langsung maupun tidak langsung kepada Wajib Pajak untuk lebih 
patuh dalam membayar pajak , khususnya Pajak Bumi dan Bangunan” 
(Wawancara tanggal 14 Januari 2013) 
 
Selanjutnya menurut Bapak Andi Mappanyuki bahwa : 
“Selain penyuluhan mengenai kesadaran membayar pajak bagi Wajib 
Pajak , penyuluhan yang dilakukan juga berkaitan dengan adanya 
peralihan PBB ke pemerintah daerah . Direktorat Jenderal Pajak 
Sulselbarata telah melakukan sosialisasi lewat radio , spanduk , media 
cetak serta media online . Dari pihak kami pun telah melakukan sosialisai 
perdana mengenai peralihan tersebut secara online pada tanggal 4 
januari 2013 .” 
(Wawancara pada tanggal 8 Januari 2013) 
 
Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan penyuluhan kepada 
masyarakat selaku Wajib Pajak telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) Sulselbarata bersama dengan UPTD PBB Dispenda Makassar . Hal 
tersebut didukung oleh beberapa pernyataan Wajib Pajak . Seperti yang 
dikatakan oleh Ibu Anti selaku WP bahwa : 
“Menurut saya penyuluhannya telah dilakukan secara optimal . Kemudian 
kalau saya lihat pegawai dari pajak maupun dispenda sangat ramah 
dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat.” 
(wawancara tanggal 27 Desember 2012) 
 
Selanjutnya Bapak Dwi Ismurdiono menyatakan bahwa : 
“Penyuluhannya saya rasa sudah maksimal . Sebagian besar kita sudah 
selalu melihat iklan layanan masyarakat oleh Direktorat Jenderal Pajak 
mengenai pentingnya membayar pajak kemudian penyuluhan dari 
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Dispenda itu sendiri saya biasa mendengarnya di radio , dan ada juga di 
media cetak online.” 
(wawancara tanggal 7 Januari 2013) 
Dari wawancara di atas penyuluhan merupakan salah satu faktor penting 
dalam menciptakan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya 
pajaknya . Dengan melakukan penyuluhan Wajib Pajak dapat diingatkan kembali 
untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Penyuluhan tidak hanya dapat 
dilakukan dengan penerangan secara langsung, akan tetapi dengan 
memanfaatkan media massa dan media elektronik.  
 
b. Pelayanan 
Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah 
memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas 
pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak 
sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. 
Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan 
masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja 
pelayanan publik. 
Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan 
dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. 
Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan 
kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan 
infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penggunaan 
sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak, 
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penulis kemudian mencari tahu dengan mewawancarai beberapa Wajib Pajak. 
Berikut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa informan . 
 Menurut Bapak Dwi Ismurdiono sekalu WP menyatakan bahwa : 
“Pelayanan yang saya lihat di kantor pajak selama ini sudah cukup 
memuaskan  , selain itu pegawainya juga sangat ramah.” 
(wawancara tanggal 7 januari 2013) 
 
Selanjutnya Ibu Anti menyatakan bahwa : 
“Secara umum sikap dari pegawai pajak maupun pegawai dispenda 
sangat ramah , namun kalau dilihat dari segi kenyamanannya memang 
lebih nyaman di kantor pajak dibanding Dispenda . Tapi bisa dimaklumi 
karena kan Dispenda saat ini masih dalam tahap renovasi , mungkin 
kalau sudah selesai kita juga bisa merasakan kenyamanan selayaknya di 
kantor pajak .” 
(wawancara tanggal 27 Desember 2012) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Lena yang menyatakan bahwa : 
“ Sikap pegawai Dispenda dalam memberikan pelayanan cukup baik , 
hanya saja dari segi ruang tunggunya yang sangat sempit sehingga 
membuat kita tidak nyaman.” 
(Wawancara tanggal 10 Januari 2013) 
 
Selain itu jika dilihat dari prosedurnya, mulai dari pendaftaran sampai 
dengan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan cukup memudahkan 
masyarakat selaku Wajib Pajak. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Lena bahwa : 
“Menurut saya prosedurnya mudah untuk dilakukan tidak ribet , asalkan 
syarat-syarat sudah kita penuhi , maka bisa diproses dengan waktu yang 
singkat.” 




Selanjutnya Pak Adi menyatakan bahwa : 
“Ketika saya mendaftar sebagai wajib pajak , petugas pajak itu sendiri 
yang menuntun saya dan menjelaskan secara detail apa saja yang 
diperlukan , sehingga saya saat itu tidak bingung.” 
(Wawancara tanggal 8 Januari 2013) 
 
Dari pernyataan Wajib Pajak di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang 
diberikan pada Kantor Pajak maupun Dispenda telah berjalan dengan baik. 
Walaupun ada beberapa Wajib Pajak yang mengeluh mengenai masalah 
infrastruktur dalam hal ini adalah sarana dan prasarana namun secara 
keseluruhan pelayanannya cukup maksimal. Pelayanan yang baik merupakan 
salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparatur pajak dalam Sistem 
Pemungutan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dilihat 
dari kenyataan pada Kota Makassar bahwa Pemungutan yang dilakukan berjalan 
dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur memberikan 
dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. 
 
c. Pemeriksaan 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan 
didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan 
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dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan. 
Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, 
hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap 
Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan 
pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak 
tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila 
terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib 
Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui 
kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun 
jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan. 
Penagihan Pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila 
pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. 
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak 
yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan 
dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar 
untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya. 
Dari informasi yang penulis dapatkan di Kota Makassar bila Wajib Pajak 
tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak, maka akan 
diberikan sanksi pidana terhadapnya . Namun, sebelum itu dilakukan, maka 
dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib 
Pajak tersebut. Pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat 
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perlu dilakukan demi menambah devisa bagi keuangan negara yang sangat 
berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Bapak Andi Mappanyuki menyatakan bahwa : 
“Dalam pemeriksaan WP terbagi menjadi 3 jenis yaitu: korespondensi, 
pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam penelitian 
SPT terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa 
memberitahukan kepada WP dengan surat. Namun, apabila terhadap 
SPT pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan 
pengisian, penyelesaian dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor, yaitu 
WP diminta untuk membawa data yang dibutuhkan ke kantor pajak untuk 
diverifikasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan 
pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha WP. 
(Wawancara pada tanggal 8 Januari 2013) 
 
Selanjutnya untuk jangka waktu pemeriksaan , Andi Mappanyuki 
menyatakan bahwa : 
“Untuk pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) 
minggu dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) minggu dan untuk jenis 
pemeriksaan lapangan, jenis ini terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan 
lapangan sederhana yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan dapat 
diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan sedangkan pemeriksaan 
lapangan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan 
dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan. 
 
Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dilakukan 
sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum (law enforcement) agar peraturan 
yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah 
untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material. Dalam UU 
Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pengisian SPT Wajib Pajak harus 
mengisinya dengan benar, jelas, dan lengkap. Ketika dalam pemeriksaan 
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lembaran SPT didapatkan kekurangan, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan 
pembentulan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemeriksa. 
Dalam melakukan pemeriksaan aparat pajak harus betul-betul teliti 
karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun pengitungan pajak oleh 
petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak 
pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Menurut 
Bapak Andi Imran M selaku staf penilai dan pendataan UPTD PBB Dispenda 
menyatakan bahwa : 
“Saya rasa masalah dalam pemeriksaan penghitungan pajak jarang 
terjadi dikarenakan dari Dispenda mendistribusikan pegawainya ke tiap 
kecamatan di Kota Makassar itu memang ahli dalam bidangnya, namun 
kalau kesalahan pengisian SPPT oleh wajib pajak itu sering terjadi . Untuk 
menanganinya , dari pihak kami akan memberikan kesempatan kepada 
wajib pajak untuk melakukan pembetulan.” 
(Wawancara tanggal 10 Januari 2013) 
 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi SPT dan melakukan pembayaran 
Pajak juga sangat bergantung dari kinerja aparat dalam melakukan tugas dan 
fungsinya. Dimana dalam hal ini petugas dalam melakukan pemeriksaan kepada 
Wajib Pajak harus melakukan pendekatan agar si Wajib Pajak menjadi lebih 
patuh dalam menjalankan tugasnya. 
 
Selanjutnya hasil dari wawancara Pak Alvin sebagai Wajib Pajak bahwa : 
“Kebetulan saya ini bekerja di kantor kecamatan panakukang , yang saya 
lihat kinerja dari utusan Dispenda untuk kecamatan panakukang 
sangatlah baik dan cukup telaten.” 




Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Andi Immah bahwa : 
“Yang saya lihat di kecamatan tempat saya tinggal petugas pajaknya 
bersikap ramah . Kita dituntun dalam pengisian SPT kemudian apabila 
ada kesalahan petugas pajaknya akan menjelaskan dengan baik 
kesalahan saya apa.” 
(Wawancara tanggal 11 Januari 2013) 
 
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa petugas pajak dalam 
melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak telah dilakukan dengan baik, 
karena dari petikan wawancara di atas adanya kepuasan dari si Wajib Pajak 
terhadap kinerja aparat pajak. Dengan adanya kerjasama yang baik dari aparat 
pajak dan Wajib Pajak akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan 
pajak. 
Dalam rangka melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus 
memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, catatan-catatan, dan atau 
dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut tidap dapat diberikan atau 
dipinjamkan Wajib Pajak, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
pemeriksa dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan yang diduga 
merupakan tempat penyimpanan dokumen yang bersangkutan. 
Berdasarkan beberapa informasi yang penulis dapatkan, maka dapat 
disimpulkan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah 
cukup baik, dan hal ini mengindikasikan Pemungutan berjalan dengan Intensif 
karena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan akan 
menimbulkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. 
Dari segi proses, pelaksanaan pemungutan PBB di Dinas Pendapatan 
Daerah (DISPENDA) telah berjalan dengan intensif. Hal ini terlihat dari 
penyuluhan yang telah dilakukan oleh aparat pajak pada beberapa Wajib Pajak, 
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selain itu juga dipasang iklan untuk menghimbau masyarakat Wajib Pajak agar 
taat membayar pajak. 
Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak juga cukup puas terhadap 
kinerja dari aparat pajak. Begitu pula pada proses pemeriksaan, dimana tingkat 
kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah cukup baik. Fungsi 
dari aparatur pajak dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan 
merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain, terutama dalam 
hubungannya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban 
pajaknya. 
 
IV.4. Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Yuridis 
Reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah menjadi awal perubahan 
terhadap sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sejak 
diberlakukannya Self Assessment dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, 
peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya 
menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar sistem Self Assessment berjalan 
secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal 
yang paling penting.  
Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat sampai sejauh 
mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 
a. Pendaftaran Wajib Pajak 
Peningkatan jumlah wajib pajak teraftar dapat dilihat dari Tabel 3 di 





Tabel 3 . Persentase Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2010 s/d 2012 
Tahun Jumlah WP % 
2010 305139 - 
2011 315523 10.39 % 
2012 320218 4.7 % 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Makassar,2013) 
Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat pada tabel 2 
dimana pada tahun 2012 tercatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 320.218 
WP, meningkat sebesar 4,7% atau Jumlah WP bertambah sebanyak 4.695 WP 
dari tahun 2011. Dan dari tahun 2010 – 2011 meningkat sebesar 10,39% atau 
jumlah WP bertambah sebanyak 10.384 WP. Dari data tersebut dan informasi 
dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran 
masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun 
semakin membaik, hal ini membuktikan bahwa Sistem pemungutan PBB dapat 
berjalan dengan intensif dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya karena prosedurnya yang sederhana dan mudah. 
Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan 
subyektifnya, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 
untuk dikukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat 
(1) “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 
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mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.” 
Dalam pasal 2 ayat (5) dimana tata cara pendaftaran dan pengukuhan 
termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. Sesuai dengan pasal tersebut penulis kemudian mencari tahu 
bagaimana prosedur pendaftaran yang diterapkan pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar , dan berikut penuturan Ibu Hj.Nurlina sebagai Kordinator 
Pelayanan pada UPTD PBB Dispenda Makassar yang menyatakan bahwa: 
 “Prosedur pendaftarannya dimulai dengan si pemilik tanah harus mengisi 
blanko pendaftaran dan kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah 
ditentukan setelah itu kembali ke bagian pelayanan untuk diproses.” 
 (Wawancara tanggal 10 Januari 2013) 
Hal yang sama juga diutarakan oleh Pak Adi selaku Wajib Pajak bahwa : 
“Prosedur pendaftaran Wajib Pajak cukup mudah ,hanya dengan mengisi 
blanko pendaftaran kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah 
ditentukan.” (Wawancara tangggal 8 Januari 2013) 
 
Dari penuturan kedua informan diatas dapat dikatakan bahwa 
pendaftaran untuk menjadi seorang Wajib Pajak memang cukup mudah, 
sederhana dan tidak berbelit-belit. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan dari 
reformasi administrasi perpajakan yang menginginkan terciptanya pelayanan 
yang memudahkan masyarakat. 
Pemungutan pajak dikatakan intensif jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
semakin baik, dan salah satu indikator peningkatan kepatuhan Wajib Pajak 
adalah semakin sadarnya masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib 
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Pajak. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang 
mendaftarkan dirinya, penulis menanyakan sejauh mana peningkatan jumlah WP 
yang melakukan pendaftaran setiap tahunnya. Dan berikut penuturan beberapa 
informan: 
 “Kesadaran wajib pajak tiap tahun meningkat , dimana indikatornya 
adalah penerimaan PBB yang cukup besar kemudian tunggakan yang 
semakin berkurang”. (Wawancara Bapak A.Mappanyuki selaku Ketua Unit 
Pelaksana Teknis Daerah PBB Dispenda) 
  
 Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Syarifuddin Shaleh , selaku 
Kordinator Pengolahan Data dan Informasi bahwa : 
 “Sesuai data yang kami peroleh , memang dapat dilihat dengan jelas 
bahwa jumlah wajib pajak terdaftar meningkat tiap tahunnya.” 
 (Wawancara tanggal 14 Januari 2013) 
 
b. Pelaporan SPT 
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa 
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan 
Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun 
pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu 
tahun pajak atau bagian tahun pajak. 
Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi 
Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia 
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 
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menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal Pajak.” 
Untuk mengetahui apakah pelaporan dan pengisian SPT telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis menanyakan hal tersebut kepada 
para aparat yang bertugas khusus dalam pengelolaan PBB di Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar . Berikut penuturan dari beberapa informan: 
 Ibu Hj.Nurlina selaku Kordinator Pelayanan menyatakan bahwa : 
 “Selama ini yang kami lihat dari SPT yang masuk sebagian besar Wajib 
Pajak telah melakukan pengisian SPT sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, dan jika kemudian terjadi keganjalan maka kepada Wajib Pajak 
akan diberikan surat himbauan untuk melakukan klarifikasi terhadap 
kesalahan yang dilakukan.” 
 (Wawancara tanggal 10 Januari 2013) 
  
 Selanjutnya hasil wawancara kepada wajib pajak , atas nama Ibu Andi 
Immah menyatakan bahwa : 
 “untuk masalah pengisian dan melaporkan SPT yang diberikan oleh 
petugas, saya sudah mampu untuk mengisi sendiri karena sudah terbiasa 
diajarkan dan dituntun sama pegawainya. Dan juga saya sudah biasa 
mengisinya sesuai dengan ketentuannya.” 
 (wawancara tanggal 11 Januari 2013) 
 Bapak Adi juga menyatakan bahwa : 
 “Selama ini saya sudah paham dan mengerti dalam pelaporan SPT yang 
diberikan oleh petugas . Saya pribadi pun jarang terlambat dalam 
melaporkannya , karena tidak ingin mendapat denda jika terlambat 
membayar pajak.” 





c. Penghitungan Pajak 
Kemampuan Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya 
akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan 
pajak. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Wajib Pajak dalam 
menghitung kewajiban pajaknya, berikut beberapa hasil wawancara dengan 
beberapa informan . 
Ibu Lena selaku wajib pajak menyatakan bahwa : 
“Sekarang ini saya sudah bisa menghitung sendiri pajak saya , karena 
sebelumnya saat ada petugas pajak yang datang ke rumah , mereka 
menjelaskan dengan baik cara penghitungan pajaknya.” 
(Wawancara tanggal 10 Januari 2013) 
 
Ibu Anti juga menyatakan hal yang senada dengan Ibu Lena bahwa : 
“Saya sudah mengerti cara menghitung sendiri pajak saya tanpa harus 
dibantu lagi oleh petugasnya.” 
(Wawancara tanggal 27 Desember 2013) 
 
Kemudian hasil wawancara dari Bapak Andi Imran M , menyatakan 
bahwa : 
“Selama ini yang kami lihat, kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan 
penghitungan pajaknya sudah cukup mahir. Hal ini sesuai dengan hasil 
pelaporan Surat Setoran Pajak yang masuk bahwa WP sudah cukup 
bagus dalam masalah ini.” 
 (Wawancara tanggal 10 januari 2013) 
  
 Dari pernyataan di atas jelas bahwa kemampun Wajib Pajak dalam 
melakukan penghitungan kewajiban pajaknya sudah cukup baik. Dengan 
pemahaman yang lebih baik oleh Wajib Pajak, maka akan sangat membantu 
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aparatur pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Selain itu, 
dengan pemahaman yang lebih baik tujuan pemungutan yang intensif akan 
tercapai karena Wajib Pajak akan menghitung sendiri seberapa besar kewajiban 
pajaknya sehingga kecil kemungkinan terjadinya pembebanan pajak yang tidak 
sesuai dengan penghasilan masyarakat Wajib Pajak. 
 
d. Pembayaran Pajak 
Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU Perpajakan 
No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Menteri 
Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak 
yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, 
paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak.” 
Selain itu juga diatur ketentuan apabila Wajib Pajak melakukan 
pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a).Hal ini juga 
dinyatakan oleh Bapak Burhanuddin selaku Kordinator Penerimaan dan 
Penagihan UPTD PBB DISPENDA bahwa : 
“Apabila wajib pajak yang terlambat membayar akan diberi sanksi 
aministrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang 
yang penagihan pajaknya berdasarkan SPPT bukan berdasarkan SKP. 
Alasan pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak PBB segera 
membayar kewajibannya sehingga target anggaran yang berasal dari 
PBB dapat tercapai dan terciptanya tertib administrasi bidang perpajakan 
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serta adanya kepastian hukum dalam hal pemilikan, penguasaan dan 
atau pemanfaatan objek PBB. 
(Wawancara tanggal 26 Desember 2012) 
 
Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, beliau juga memaparkan 
proses pelaksanaan sanksi yaitu: 
a. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungut pajak tingkat Kecamatan 
kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu 
membayar PBB-nya dalam toleransi waktu yang diberikan (6 bulan). 
b. Setelah itu petugas pemungut pajak tingkat Kecamatan akan memberitahukan 
bahwa wajib pajak dimaksud belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar 
PBB dalam waktu yang telah ditentukan. 
c. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang dihitung setelah lewat masa 
toleransi pembayaran PBB (6 bulan) dan pembayaran dilakukan di Bank 
Rakyar Indonesia (BRI) atau dapat dititipkan kepada kolektor pemungut pajak 
dan nantinya kolektor pemungut pajak yang akan membayarkannya ke BRI 
beserta bunganya. 
Berikut ini disajikan contoh penghitungan PBB yang terlambat bayar dan 
telah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari 
pokok pajak terhutang. 
SPPT tahun 2012 diterima pada tanggal 1 Maret 2012 dengan pajak 
terhutang sebesar Rp. 150.000.- . Sesuai dengan ketentuan UU jatuh 
tempo pembayaran PBB tersebut adalah 6 (enam) bulan setelah SPPT 
diterima yaitu tanggal 31 Agustus 2012.dalam contoh kasus ini si wajib 
pajak baru membayar pada tanggal 21 Oktober 2012, jadi terlambat 
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sebulan 20 (dua puluh) hari maka dihitung menjadi 2 bulan.besarnya 
denda yang dikenakan adalah 2 x 2% x Rp.150.000,-= Rp.6000,-. 
Jadi pajak yang harus dibayar adalah RP.150.000 + Rp.6000, = 
Rp.156.000,- 
Dari ketentuan tersebut penulis kemudian menanyakan apakah Wajib 
Pajak telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan tepat waktu. 
Dan berikut beberapa petikan wawancara dari beberapa informan. 
“ Untuk masalah pembayaran pajak saya sudah tidak pernah terlambat 
karena saya sendiri yang menghitung kewajiban saya kemudian 
melaporkannya ke petugas pajak atau membawanya langsung ke kantor 
kecamatan kalau tidak sempat ke kantor pajak. Biasanya juga saya 
membayar pajak langsung ke Bank BRI . Tapi kini setelah peralihan 
pembayaran langsung dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah.” 
(Wawancara oleh Pak Adi selaku WP tanggal 8 januari 2013) 
 
Kemudian Wajib Pajak lain atas nama Bapak Dwi Ismurdiono menyatakan 
bahwa : 
“Saya dalam membayar pajak selalu tepat waktu agar tidak dikenakan 
denda . Pembayaran biasanya saya lakukan langsung ke Bank BRI atau 
kalau tidak sempat saya menitipknnya pada petugas yang ditunjuk di 
kantor kecamatan.” 
(Wawancara tanggal 7 januari 2013) 
 
Selain hasil wawancara dengan Wajib Pajak , penulis juga melakukan 
wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah .Berikut petikan wawancara 
oleh informan : 
Menurut Bapak Burhanuddin bahwa : 
70 
 
“Selama saya menjadi Kordinator Penagihan Sebagian besar Wajib pajak 
telah melakukan pembayaran tepat waktu, kami melihat Wajib Pajak 
sudah mulai sadar dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Bisa dikatakan 
bahwa terjadi perubahan yang positif dari Wajib Pajak untuk membayar 
pajak dengan tepat waktu.” 
(Wawancara tanggal 26 Desember 2012) 
Adapun laporan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2010-
2012 dapat dilihat pada table 4 dibawah ini : 
Tabel 4. Laporan Tunggakan PBB Kota Makassar pada Tahun 2010-2012 





2010 305.139 225.539 73.90% 79.599 26.10% 
2011 315.523 220.014 69.70% 95.509 30.30% 
2012 320.218 197.469 61.70% 122.749 38.30% 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Makassar, 2013) 
Dari laporan tunggakan PBB diatas , dapat dilihat pada tahun 2010 dari 
jumlah Wajib Pajak yang terdaftar yang melakukan pembayaran PBB sebanyak 
225.539 WP dengan persentase sekitar 73.90 % atau jumlah Wajib Pajak yang 
melakukan tunggakan sebesar 79.599 WP dengan persentase sebesar 26.10 % 
kemudian dari tahun 2011-2012 walaupun jumlah WP terdaftar semakin 
meningkat , tapi tidak dapat dipungkiri jumlah Wajib Pajak yang membayar 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan otomatis Wajib Pajak yang 
menunggak dari tahun ke tahun juga semakin meningkat , dimana pada tahun 
2012 WP yang menunggak naik menjadi 38.30 % dari tahun sebelumnya yaitu 





 Menurut Bapak Andi Mappanyuki bahwa : 
 “Penunggakan terjadi selain dikarenakan Wajib Pajak belum sadar akan 
kewajibannya juga hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak tidak memiliki 
alamat yang jelas , tidak diketahui pemilik tanah , sehingga surat 
tunggakan tidak sampai ke Wajib Pajak.” 
 (Wawancara tanggal 8 Januari 2013)  
  
 Selanjutnya menurut Bapak Burhanuddin bahwa : 
 “kelelaian membayar PBB dikarenakan salah satu faktornya adalah 
ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kesadaran wajib 
pajak yang masih rendah.” 
 (wawancara tanggal 26 Desember 2012) 
  
Untuk mengatasi kondisi seperti diatas, pemerintahan pusat telah 
membuat kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteru Keuangan RI 
Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pengurangan PBB. Berdasarkan Pasal 1 
angka (4) SK Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 dikemukakan 
bahwa, dalam kondisi tertentu wajib pajak dapat mengajukan pengurangan PBB 
dengan alasan: 
a. Objek pajak berupa pertanian/perkebunan/perikanan/perternakan 
yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai, dan atau 
dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi. 
b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib 
pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya 




c. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib 
pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari 
pensiunan sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. 
d. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib 
pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban 
PBB-nya sulit dipenuhi. 
e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh 
veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. 
f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai,dan atau dimanfaatkan oleh wajib 
pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang 
serius sepanjang tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban 
rutin perusahaan 
Berdasarkan Pasal 3 SK Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 
pengurangan PBB diberikan atas pajak yang terutang yang tercantum dalam 
Surat Pemberutahuan Paja Terhutang (SPPT) atau Surat Keterapan Pajak (SKP) 
Sedangkan tujuan pemberian pengurangan PBB berdasarkan pasal 5 SK Menteri 
Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 adalah untuk meringankan wajib pajak 
PBB tertentu agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan untuk 
mendapatkan pengurangan PBB, wajib pajak PBB bersangkutan dapat 
mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB yang 
menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase 
pengurangan yang dimohonkan. 
Bapak Thabrani Munir selaku Kordinator Keberatan dan Pengurangan 
menyatakan bahwa : 
“Wajib Pajak yang merasa keberatan untuk membayar PBB sesuai dengan 
yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan untuk pengurangan 
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PBB dengan melampirkan pengantar surat dari lurah , sertifikat objek pajak 
serta KTP . Dimana sebelum peralihan , masyarakat atau hal ini adalah Wajib 
Pajak PBB dapat mengajukan permohonan langsung ke Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak tapi setelah peralihan Wajib Pajak dapat langsung 
mengajukan permohonannya ke UPTD PBB Dispenda .” 
(wawancara tanggal 15 Januari 2013) 
  
 Selain itu , penulis juga menanyakan mengenai mekanisme pemungutan 
PBB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar . Berikut 
hasil wawancara dari informan . 
 “Untuk mekanisme pemungutan PBB , aparat dari kantor pajak 
bekerjasama dengan PEMDA khususnya dengan Dinas Pendapatan 
Daerah untuk mendistribusikan kordinator tiap kecamatan , dan kemudian 
mendatangi masing-masing rumah wajib pajak untuk melakukan 
pemungutan pajak yang harus dilunasi.” 
 (wawancara tanggal 26 Desember 2012) 
 
Dari beberapa petikan wawancara diatas, sebagian besar Wajib Pajak 
telah melakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan pada 
pasal 9 ayat (2a) bahwa jika Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh 
tempo maka akan dikenai sanksi administrasi. Dari penuturan beberapa informan 
jelas bahwa pelaksanaan pemungutan PBB oleh Dinas Pendapatn Daerah dapat 
berjalan dengan intensif karena sebagian besar Wajib Pajak telah melakukan 
pembayaran dengan tepat waktu. 
Setelah mengetahui Wajib Pajak sudah mulai sadar akan kewajiban 
pajaknya perlu untuk diketahui seberapa besar peningkatan kepatuhan Wajib 
Pajak dalam melakukan pembayaran setelah dilakukannya proses intensifikasi 
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pemungutan. Penulis kemudian mencoba mencari tahu hal tersebut dengan 
menanyakan kepada beberapa informan, dan berikut beberapa hasil wawancara 
dengan beberapa informan . 
Bapak Burhanuddin menyatakan bahwa : 
“Jika berbicara masalah kepatuhan, kita akan membandingkan WP 
terdaftar, SPT yang masuk, dengan pembayaran pajak, nah jika kita 
melihat hal ini sebenarnya WP terdaftar dibandingkan dengan SPT yang 
masuk masih belum terjadi keseimbangan karena WP terdaftar lebih 
besar dibandingkan dengan SPT yang masuk, begitu pula SPT yang 
masuk dengan jumlah pembayar pajak masih belum terjadi 
keseimbangan. Akan tetapi untuk peningkatan setiap tahunnya, sudah 
cukup bagus dan kami melihat setiap tahunnya terjadi peningkatan.”  
 (Wawancara tanggal 26 Desember 2012) 
 Kemudian menurut Bapak Syarifuddin Shaleh bahwa : 
“Dari data yang masuk memang terjadi peningkatan kepatuhan Wajib 
Pajak dalam melakukan pembayaran mengalami peningkatan, akan tetapi 
jika membandingkan dengan tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan SPT 
maka masih perlu untuk ditingkatkan.” 















 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Telah terjadi peningkatan 
kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan 
ini masih perlu untuk ditingkatkan karena peningkatan SPT yang masuk lebih 
besar dibanding dengan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. 
Padahal yang seharusnya yang terjadi SPT yang masuk harus seimbang dengan 
jumlah WP yang melakukan pembayaran. 
Secara umum intensifikasi pemungutan PBB di Dinas Pendapatan 
Daerah (DISPENDA) sudah berjalan dengan cukup baik, atau dengan kata lain 
Intensifikasi Pemungutan PBB berjalan dengan cukup efektif karena setiap 
tahunnya terjadi peningkatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Peningkatan 
penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan 
kesadaran Wajib Pajak. 
 
V. 2 Saran 
Setelah memberikan Kesimpulan dari proses Intensifikasi Pemungutan 
PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Maka penulis juga 
memberikan saran sebagai berikut : 
Melihat Masih belum seimbangnya peningkatan jumlah Wajib Pajak 
dengan Jumlah pelapor SPT, Maka Sebaiknya aparat pajak lebih memberikan 
penyuluhan atau pembinaan tentang Pajak kepada Wajib Pajak, utamanya bagi 
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mereka yang belum memahami betul cara-cara pengisian SPT, dan juga bagi 
mereka yang masih terlambat membayar pajak dan melaporkan SPT. 
Kemudian setelah diterapkannya peralihan mengenai pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Daerah , hal ini khususnya Dinas 
Pendapatan Daerah . Maka saran dari penulis adalah sebagai berikut : 
1. Mengingat penilaian adalah faktor yang dianggap paling penting, 
maka dalam masa awal peralihan sebaiknya Pusat masih membantu, 
misalnya dengan memperbantukan tenaga Penilai, karena penilaian 
sangat dibutuhkan untuk penetapan NJOP yang digunakan sebagai 
dasar penetapan pajak  
2. Sosialisasi dari Pusat kepada Pemda perlu terus dilakukan terutama 
terkait perencanaan Pusat, seperti tentang jadwal penerbitan 
peraturan pelaksana UU dan database apa saja yang akan 
diserahkan kepada Pemda, agar Pemda mempunyai kepastian untuk 
menentukan langkah selanjutnya. Untuk itu, perlu segera diterbitkan 
SKB Menkeu dan Mendagri untuk menjawab kebingungan Pemda 
akan tahapan pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi 
pajak daerah. Sedangkan sosialisasi Pemda kepada masyarakat 
hendaknya juga meliputi adanya perbedaan cara perhitungan PBB 
menurut UU baru, agar masyarakat dapat memaklumi apabila terjadi 
kenaikan jumlah tagihan pajak.  
3. Karena semua tahapan kebijakan pemungutan PBB oleh daerah 
memerlukan dukungan kualitas SDM, maka transfer knowledge perlu 
dilakukan terhadap Pemda, mengingat pendidikan formalnya 
memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Adapun 
pelatihan SDM komperehensif yang dibutuhkan meliputi penilaian, 
juru sita, dan pengolahan data dengan materi yang dipadatkan 
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1. Apakah telah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai 
peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintahan Pusat ke 
Pemerintahan Daerah ? 
2. Apakah penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak sering 
dilakukan ? 
3. Bagaimanakah bentuk/model penyuluhannya ? 
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyuluhan yang 
dilakukan ? 
b. Pelayanan 
5. Apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai telah memberikan 
kepuasan kepada masyrakat selaku wajib pajak ? 
6. Bagaimana keramahan, kesopanan petugas dalam memberikan 
pelayanan ?  
7. Apakah prosedur dalam pendaftaran hingga pembayaran PBB 
menyulitkan wajib pajak ? 
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk peneribitan SPPT PBB ? 
9. Bagaimana kejelasan informasi pelayanan yang diberikan ? 
10. Bagaimana kecepatan pelayanan yang diberikan oleh petugas ? 
11. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ? 
c. Pemeriksaan 
12. Bagaimana model/bentuk pemeriksaan terhadap wajib pajak ? 
13. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan 
wajib pajak ? 
14. Apakah selalu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan SPT oleh 
wajib pajak telah diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya ? 
15. Apakah sering terjadi kesalahan dalam pemeriksaan ? 
Aspek Yuridis 
a. Pendaftaran Wajib Pajak 
1. Bagaimana alur/prosedur pendaftaran wajib pajak ? 
2. Apakah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak tiap tahunnya? 
3. Apa indikator yang menentukan jumlah wajib pajak meningkat ? 
b. Pelaporan SPT 
4. Apakah mayarakat selaku wajib pajak telah lihai alam pengisian dan 
pelaporan SPT ? 
5. Bagaimana sikap pegawai dalam menanggapi wajib pajak yang 
melakukan kesalahan dalam pengisian SPT ? 
6. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT ? 
c. Penghitungan Pajak 
7. Bagaimana kemampuan wajib pajak dalam melakukan penghitungan 
pajaknya  ?  
8. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh wajib pajak selama 
menghitung pajaknya sendiri ? 
d. Pembayaran Pajak 
9. Bagaimana mekanisme pemungutan PBB ? 
10. Bagaimana ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajaknya ? 
11. Bagaimana alur pembayaran PBB sebelum dan setelah peralihan ? 
12. Apakah terjadi peningkatan tiap tahunnya dalam pembayaran PBB 
oleh wajib pajak ? 
13. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak tepat 
waktu dalam membayar ? 
14. Apakah masih ada wajib pajak yang melakukan penunggakan ? 
15. Apakah yang menyebabkan masyarakat selaku wajib pajak lalai dalam 
membayar pbb ? 
16. Apakah surat tunggakan selalu diberikan kepada wajib pajak yang 
lalai dalam membayar pbb ? 
17. Bagaimana alur/prosedur untuk wajib pajak yang ingin mengajukan 
pengurangan PBB ? 
 Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan 
1. Bagaimana persiapan DISPENDA mengenai peralihan PBB ? 
2. Berapa lama PBB telah dialihkan ke DISPENDA ? 
3. Mengapa peralihan tersebut terjadi ? 
 
 
 
 
 
